BAB Il

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan

dalam penulisan skripsi ini yakni :

1.

Masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-
cuma dengan cara memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan
permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang
identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimohonkan Bantuan Hukum, lalu menyerahkan dokumen yang
berkenaan dengan perkara. Setelah itu pemohon wajib melampirkan
surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang
setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Setelah
memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, lalu masyarakat kurang
mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana bantuan
hukum melalui LBH. Maka dari itu Lembaga Bantuan Hukum Sikap
Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16
tahun 2011 Pasal 14 dan Pasal 15 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum.

Dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di LBH Sikap
Yogyakarta masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya,

seperti kendala dari segi penegak hukum, kendala keterbatasan dana
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dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, kendala yang timbul dari
masyarakat dan kendala dalam hal fasilitas seperti sarana prasarana.
Oleh karena itu khusus dalam hal keterbatasan dana advokat atau
pemberi bantuan hukum bisa mengalokasikan dana yang di terima sesuai
dengan amanat Undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 16 tentang

pendanaan Bantuan Hukum.

SARAN

2.

Berdasarkan hasil penelitian di LBH Sikap Yogyakarta direkomendasikan
beberapa saran bagi LBH Sikap Yogyakarta dalam hal pelaksanaan pemberian
bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk
lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu
masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga
mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.

Bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan
pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu supaya dapat
dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat
dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat.
Bagi Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan
bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan cara
mengalokasikan dana yang sesuai untuk membiayai Organisasi Bantuan Hukum

agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu.
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